BAB I1

TEORI DAN KONSEP PEMBIAYAAN, MANAJEMEN RISISKO,

LINKAGE PROGRAM DAN AKAD MUDHARABAH

A. Pembiayaan Bank Syariah
1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian | believe, I
trust, yaitu ‘saya percaya’ atau °‘saya menaruh kepercayaan’. Kata
pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menauh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang
diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan
dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang
jelas serta saling mengntungkan bagi kedua belah pihak. *

Sedangkan dalam UU No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 juga
dijelaskan tentang pengertian pembiayaan, pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

1 Veithzal Rival, Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis
Namun Solusi dalam Mengahadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global) (Jakarta
: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.
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Dalam pembiayaan, kedua belah pihak terikat dalam sebuah perjanjian
yang disebut akad, sehingga keduanya mempunyai tanggung jawab dalam
memenuhi kewajiban masing-masing. Allah SWT berfirman dalam Al-

Maidah Ayat 1 :

Sec oy . 4 R P A L FT VRN Y S R P
{,i,l.p ST VRN T Mrﬁgﬂu | 5582l 152l Iynalz BN\
S G SEFATY] o> 2ol 00l J2 28

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya.?

Pada permualaan ayat ini Allah memeintahkan kepada sertiap orang
terikat dalam sebuah perjanjian atau akad untuk memenuhi janji-janji yang
telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji
yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan
perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji tersebut tidak
bertentangan dengan syariat Allah.®

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan
kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan
salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan

utama bank syariah. Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005), 141.
3 Veithzal Rival, Islamic Banking, 700.
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pembiayaannya dengan Al-Qur’an dan Hadist. Al-Qur’an sudah jelas
melarang praktek ribawi, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Bagarah ayat
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Artinya : orang-orang yang Makan (mengambll) rlba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Atas dasar itu bank syariah menghimplementasikan pembiayaan yang
bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme
bunga, melainkan menggunakan skema jual beli, investasi, sewa menyewa,

serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005)
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2. Jenis-Jenis Pembiayaan
Dalam menjalankan bisnis pembiayaan, bank syariah mempunyai
beberapa macam model transaksi yang dibedakan sebagai berikut :
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh; dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.®
Skema transaksi tersebut erat kaitannya dengan landasan prinsip
syariah yang diadopsi perbankan syariah, sehingga memunculkan beberapa
model transaksi yang harus dijalankan bank syariah dalam menyalurkan
pembiayaan. Dari transaksi-transaksi tersebut dapat digambarkan skema
pendapatan bank syariah yang diperoleh dari bisnis pembiayaan bank

syariah.

S lkatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2015), 48
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BANK SYARIAH

‘ Penyaluran Dana ‘

v

¢ Pendapatan: ¢

Penghimpunan Dana Pelayanan Jasa

Biaya: Pendapatan

- Margin Keuntungan
- Bonus (Fee Based Income)

- Bagi Hasil
- Bagi Hasil
- Sewa

—

Selisih antara
Pendapatan dan Biaya

Gambar 2.1 Skema Pendapatan Bank Syariah

Pada skema pendapatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi bank
sebagai penghimpun dana masyarakat akan mengeluarkan biaya (bonus
dan bagi hasil). Fungsi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat,
akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan dan
pendapatan sewa. Selain itu fungsi lain bank syariah dalam menawarkan
produk pelayanan jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa
fee.®

Penyaluran dana bank syariah memiliki berbagai macam produk
pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan
konsumer, ritel, dan wholesale.

a. Pembiayaan Konsumer
Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi
kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk

tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumer

® |smail, Perbankan Syariah (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 45-46.
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adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha
dan umumnya bersifat perorangan.’
b. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan ritel merupakan pembiayaan yang diberikan kepada
perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan
kegiatan usaha. Besarnya jmlah pembiayaan yang diberikan kepada
segmen ritel ini bervariasi pada setiap bank syariah.®

Berdasarkan bentuknya, pada umumnya pembiayaan ritel maupun
jenis pembiayaan produktif lain dibagi menjadi 2 (dua), yaitu cash

financing dan non cash financing sebagaimana tertuang pada bagan

berikut.
‘ Pembiayaan Ritel |
Cash Financing ‘ | Mon Cash Financing ‘
4‘ Bank Garansi |
Pembiayaan Pembiayaan 4( Leter Of Credit |
Modal Kerja Investasi

4{ Obligasi |

Gambar 2.2 Pembiayaan Ritel

- Pembiayaan Modal Kerja
Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja

(PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan

" Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan edisi kelima (Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada, 2013), 244
8 |katan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis..., 51.
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kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja
usahana bedasarkan prinsip-prinsip syariah. °

- Pembiayaan Investasi
Pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang diberikan untuk
membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan
usaha. Aktiva tetap yang bisa dibiayai dengan pembiayaan
investasi misalnya pendirian pabrik, pembelian mesin, atau alat
penunjang operasional perusahaan yang diperlukan untuk
rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi.

- Bank Garansi
Bank Garansi merupakan bentuk fasilitas tidak langsung (non cash
financing) dan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan
kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak
memenuhi kewajibannya. Pada umumnya transaksi atau proyek
bernilai besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (Bank
Guarantee).'?

- Letter of Credit
Letter of credit (L/C) merupakan suatu jaminan tertulis atau
kewajiban suatu bank (issuing bank) yang dibuat atas permintaan
nasabahnya atau pihaknya sendiri (applicant) untuk membayar

wesel atau tagihan lainnya kepada penerima L/C (beneficiary),

® Adiwarman, Bank Islam..., 234
10 |katan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis..., 63
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sepanjang semua persyaratan yang ditetapkan dalam L/C tersebut
telah dipenuhi.!
c. Pembiayaan Wholesale
Jika dilihat dari jenis produknya, pembiayaan wholesale memiliki
kesamaan dengan peembiayaan ritel. Perbedaannya, pembiayaan
wholesale memiliki loan size yang lebih besar dibandingkan dengan

pembiayaan ritel.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah'? berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses
seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usaha. Secara teknis, al-
mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan
pihak lainnya mejadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah
dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggng

jawab atas kerugian tersebut.*®

1 1bid, 64.

12 Mudharabah disebut juga giradh atau mugaradah. Makna keduanya sama. Mudharabah adalah
isitilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah giradh digunakan oleh masyarakat Hijaz.

13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2010),
94.
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Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu
mdharabah muthlagah dan mudharabah mugayyadah. Yang dimaksud
dengan transaksi mmudharabah muthlagah adalah bentuk kerjasama
antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan
mudharabah mugayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/spesified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlagah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis ussaha, waktu dan
tempat usaha.*

Sejauh ini, skema mudharabah yang telah kita bahas adalah skema
yang berlaku antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni shabul
maal berhubungan langsung dengan mudharib (direct financing). Skema
ini adalah skema standar yang bisa dijumpai dalm Kitab-kitab figih klasik.
Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh nabi
dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Namun dalam praktik
perbankan syariah terdapat inovasi skema mudharabah ulama’
kontemporer yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak (indirect
financing). Jadi, terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi

indirect financing.'® Hal ini diperlihatkan dalam gambar berikut.

1 1bid. 97.
15 Adiwarman, Bank Islam..., 210-211.
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Gambar 2.3 Skema Akad Mudharabah

Dalam skema indirect financing diatas, bank menerima dana dari
shahibul maal dala bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber
dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito.
Selanjutnya, dana-dana tersebut disalurkan kembali oleh bank ke dalam
bentuk pembiayan yang menghasilkan (earning assets).

Dari skema mudharabah tersebut menjadikan pemmbiayan
mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan
selalu menghadapi permasalahan assymmetric information dan moral
hazard.

Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana
kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa
pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan

sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah
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pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank
terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi
assymmetric information dimana mudharib mengetahui informasi-
informasi yang tidak diketahuioleh bank. Pada saat yang sama timbul
moral hazard dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang
hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal dalam hal

ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga).®

B. Generic Model Linkage Program

1. Pengertian Linkage Program
Linkage dalam bahasa Indonesia yang berarti hubungan atau
sambungan. Hubungan dalam lingkup ekonomi adalah mitra bisnis atau
mitra kerja yang pada akhirnya akan saling memberi keuntungan. Linkage
program merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai
upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM).Y7

Linkage program sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun
karena aturan dalam pelaksanaanya masih belum jelas maka linkage
program belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada

tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan generic

18 1bid, 214.
17 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
2009), 307.
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model linkage program yang menjadikan aturan dalam menjalankan
linkage program lebih jelas dan terarah. Salah aturannya adalah
ditetapkannya tiga pola dalam melaksanakan linkage program, yaitu terdiri
dari executing, channeling dan joint financing. Dalam praktik syariah akad
yang digunakan pada executing adalah dengan menggunakan mudharababh,
pada channeling adalah akad wakalah dan pada joint financing
menggunakan akad musyarakah. Selain itu, generic model linkage
program yang dikeluarkan oleh API juga mengatur terkait dengan kode

etik pelaksanaan linkage program.

2. Macam - Macam Linkage Program
a. Executing

Pada pola executing, bank syariah memberikan pembiayaan
kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk diteruskan
kepada end user. LKMS diberikan kewenangan untuk memutuskan
calon end user yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan
sebagai konsekuensi risiko atas penyaluran dana tersebut juga
ditanggung oleh pihak LKMS dengan catatan kerugian disebabkan

oleh normal bussiness loss bukan disebabkan oleh force majeure.®

BUS/UUS | _| LKMS | END USER

Gambar 2.4 Skema Linkage Program Pola Executing

18 Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program (Antara BUS/UUS dan BPRS), (t.t : Bank
Indonesia, t. Th), 15
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Keterangan :
BUS : Bank Umum Syariah
uus : Unit Usaha Syariah

LKMS : Lembaga Keuangan Mikro Syariah
End User : Nasabah terakhir dalam penyaluran dana pembiayaan

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa pihak BUS tidak
mempunyai akses secara langsung kepada end user. Hubungan hukum
BUS adalah dengan LKMS, sehingga dalam pengelolaan pembiayaan

kepada end user sepenuhnya adalah kewenangan LKMS.

. Channeling

Channeling adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum
kepada end user melalui LKMS yang bertindak sebagai agen dan tidak
mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat

kuasa dari Bank Umum.*®

S o LKkms |,

BUS/UUS | = i END USER

Gambar 2.5 Skema Linkage Program Pola Executing

Dalam pola channeling seperti digambarkan pada bagan diatas
BUS/UUS mempunyai hubungan langsung dengan end user,
sedangkan LKMS hanya sebagai agen atau wakil dari BUS/UUS dan
tidak mempunyai hubungan hukum dengan end user, sehingga seluruh
kebijakan terkait pengelolaan dana adalah kewenangan BUS/UUS

begitu juga dengan konsekuensi hukum dan risikonya.

19 1bid.
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c¢. Joint Financing
Joint financing merupakan pembiayaan bersama antara BUS/UUS

dengan LKMS yang disalurkan UMKM.?

BUS/UUS LKMS

.

END USER

Gambar 2.6 Skema Linkage Program Pola Joint Financing
Pada pola joint financing BUS/UUS dan LKMS mempunyai
posisi yang sama sebagai mitra dan terikat dalam akad kerjasama
musyarakah, serta mempunyai konsekuensi hukum dan risiko yang

sama dalam penyaluran pembiayaan pada end user.

C. Regulasi Linkage Program
Linkage program merupakan salah satu solusi untuk mensinergikan
perbankan dan lembaga keuangan mikro, serta membentuk pasar yang
harmonis antara keduanya. Upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM
juga menjadi alasan dirumuskannya linkage program oleh Arsitektur

Perbankan Indonesia (API).
Selain BI, pihak yang terkait dengan linkage program adalah

Kementrian Koperasi dan UMKM. Kementrian Koperasi dan UMKM

20 1bid.
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merespon linkage program dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.
03/Per/M.KUKM/111/2009 tentang pedoman umum linkage program antara
bank umum dengan koperasi.

Dari regulasi-regulasi yang telah ada diharapkan linkage program bisa
dijalankan secara ideal dan menjadi kerjasama yang mutual benefit antara
bank umum dan lembaga keuangan mikro. Regulasi-regulasi tersebut
semuanya telah menjelaskan aturan yang ideal tentang persyaratan untuk
menjadi peserta linkage program seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. Persyaratan Minimum BPRS Peserta Linkage Program dengan

BUS/UUS

a. Tingkat Kesehatan

- Executing : Pemeriksaan terakhir Bl, sehat atau dua periode
berturut-turut minimum cukup sehat.
- Channeling dan Joint Financing : Pemeriksaan Bl sehat.

b. CAR (Capital Adequacy Ratio) harus lebih dari 8% setelah

memperoleh pinjaman.

c. Modal disetor

Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:
- Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor,

Depok, Tangerang dan Bekasi;
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- Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut
pada huruf a di atas;

- Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang
didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di
atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian
daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta
calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas
jumlah minimum yang dipersyaratkan.?*

d. Lama Beroprasi
- Executing : minimal 3 tahun
- Channeling dan Joint Financing : minimal 1 tahun

e. NPF (Not Performing Finance) BPRS penerima Linkage Program
NPF net maksimal 5%.

f. Persyaratan Lainnya

- BPRS dapat menerima pinjaman dari beberapa BUS/UUS
sepanjang memenuhi persyaratan leverage.??

- BPRS dapat memberikan Informasi data keuangan kepada

BUS/UUS.?®

21 Bank Indonesia, PBI No. 11/23/PBI1/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (t.t : Bank
Indonesia, t. Th), 7.

22 leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki
perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi
perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai
aktiva tetap dengan modal yang ada.

23 Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program (Antara BUS/UUS dan BPRS), (t.t : Bank
Indonesia, t. Th), 14.
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2. Persyaratan Minimum Koperasi Peserta Linkage Program dengan

BUS/UUS

Koperasi Peserta Linkage Program Pola Syariah wajib memenubhi

persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

Telah menggunakan sistem syariah;

Pengikatan menggunakan akad syariah;

Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun;

Bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif;

Koperasi dengan outstanding pembiayaan yang diberikan di atas Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan
publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada
anggotanya;

Non Performing Financing (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);
Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak

100 orang.?*

D. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari

risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, bank perlu

melakukan manajemen risiko sebagai rangkaian metodologi dan prosedur

yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

24 Kementerian Koperasi dan UMKM, Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No.
03/Per/M.KUKM/I11/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum
Dengan Koperasi, (t.t : Kementerian Koperasi dan UMKM, t. Th), 7.
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Untuk memastikan perutumbuhan bisnis yang seha, berkualitas dan
berkesinambungan, serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang
kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya,
manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam
proses bisnis dan operasional bank. Manajemen risiko Bank Syariah
menerapkan pendekatan pada sepuluh jenis risiko sesuai amanat Peraturan
Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar,
risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal

hasil, dan risiko investasi.

1. Konsep Dasar Risiko Bank Syariah
Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat
terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam konteks
perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan (expeted) maupun yang tidak dapat diperkirakan
(unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan
permodalan  bank. Risiko juga dapat dianggap  sebagai

kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko
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adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif
kepada sasaran yang ingi dicapai.?®
Dalam sebuah pepatah bijak dikatakan :

“Kenali dirimu sendiri, dan kenali pula musuhmu. Niscaya
dalam 100 pertempuran akan ada 100 kali kemenangan”

Sebagaimana kata-kata bijak di atas, kesuksesan mengelola risiko
bisa diraih dengan memengetahui secara benar apa itu risiko dan
bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul
kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan
dilakukan.?®

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang
berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis
risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara
syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan
bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (how

to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to measure).?’

2. Risiko Inheren Bank Syariah
Risiko inheren adalah risiko yang secara alamiah melekat pada

aktivitas perbankan tertentu.?® Risiko inheren perbankan syariah :

% |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2014), 341.

26 Muamalat Institute, Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 3.

27 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan edisi keempat (Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada, 2011), 253.

28 |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis..., 343.
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a. Risiko Kredit/Pembiayaan (Credit Risk)

Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit
dari instrumen keuangan baik individu, perusahaan, atau negara
tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.?°

Bank perlu mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada
seluruh portofolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko
pembiayaan dan risiko lainnya. Pengelolaan risiko pembiayaan yang
efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap
organisasi perbankan.*°

Gambar berikut menunjukkan keterkaitan aspek-aspek yang

menyebabkan risiko pembiayaan.*!
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Potensi Pelanggaran
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Gambar 2.7 Matriks faktor-faktor penyebab risiko pembiayaan

29 Hennei Van Greuning dan Zamir Igbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah (Jakarta : Salemba
Empat, 2011), 115.

%0 |katan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis..., 77.

31 1bid, 84
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b. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar adalah risiko Pada posisi neraca dan rekening
administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa
perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan ata disewakan.

Risiko pasar meliputi, anatara lain risiko benchmark rate, nilai
tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko benchmark rate
adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi
trading book yang disebabkan oleh perubahan harga surat berharga
syariah. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi
trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan
nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko
komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan
dari posisi trading book dan banking book byang disebabkan oleh
perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat
perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang
disebabkan oleh perubahan harga saham.*?

Risiko Operasional (Operation Risk)

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan
oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human
eror, kegagalan sistem atau adanya probelm eksternal yang

mempengaruhi operasional bank.**

32 |katan bankir Indonesia, Memahami Bisnis..., 343

% 1bid.

34 Adiwarman, Bank Islam..., 275.
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d. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank
untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber
pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi
yang dapat diaguunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
keuangan bank.®
Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku.®

Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya
kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan
perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan

suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.®’

. Risiko Strategis (Strategic Risk)

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.=®

3 |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis..., 345.

% 1bid.

87 Adiwarman, Bank Islam..., 277
38 |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis..., 346
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h. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat
kepercayaan stakeholder yang bersumber dari presepsi negatif
terhadap bank.3®

i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal
hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi
perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran
dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah pihak ketiga.*°

j.  Risiko Investasi (Equity Invesment Risk)
Risiko investasi adalah risiko akibat ikut menanggung kerugian
usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis

profit and loss sharing.**

3. Risiko Pembiayaan dengan Jaminan Cessie

Cessie (tagihan piutang) sebagai jaminan, Cessie tagihan piutang
sebagai objek jaminan nilai nominalnya harus tetap dan tidak boleh
berkurang. Tetapi pada pelaksanaan perjanjian kredit akan mengalami
perubahan karena adanya pembayaran dari pihak debitur pemilik tagihan,
Cessie tagihan piutang harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam

akta perjanjian pembiayaan. Risiko berkurangnya jumlah tagihan piutang

% 1bid.
0 1bid.
41 1bid.
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sebagai jaminan tersebut dapat terjadi karena adanya pelunasan dari
cessus (debitur) kepada cedent (koperasi). Perubahan nilai jaminan
tersebut sangat berisiko bagi pemberi kredit dalam memberikan kredit

dengan cessie (tagihan piutang) sebagai jaminan.*?

4. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal
bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta
mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudaah adab (inherent risk)
maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya,
secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan
sehingga menjadi lifecycle.

Dalam  pelaksanaannya, proses identifikasi,  pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal berikut :43
a. ldentifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap :

- Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional

- Risiko dan produk dan kegiatan usaha.

b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan :
- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber

data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

42 Getiadi R. “Risiko Hukum Atas Cessie Tagihan piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada
Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang
Medan)”. (Tesis - - Universitas Sumatera Utara, Medan), 2011.

43 Adiwarman, Bank Islam..., 260.
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- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila
terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor
yang bersifat material.

c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan :

- Evaluasi terhadap eksposur risiko

- Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan
kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi
informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat
material.

d. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola

risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

E. Prinsip-Prinsip Penilaian Kelayakan Pembiayaan
1. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan

adalah prinsip 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral dan

condition of economic, yang digunakan untuk menilai calon nasabah

dengan penjelasan sebagai berikut :#4

a. Character. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan
untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur,
beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui :

44 |katan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis..., 203-204.
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1) Bank cheking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank
Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang
terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi
pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh,
kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan
fasilitas pembiayaan tersebut.

2) Trade cheking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan,
untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya

3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan
terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam
interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

. Capacity. Penialain kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam

bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah

pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan
pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan
yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain :

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu.

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon
nasabah.

3) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam

melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
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4) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang
berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan
penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.

5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah
pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber
bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

Capital, Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan

keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu ataupun untuk

masa datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan
nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah
pembiayaan yang bersangkutan.

. Condition of economy. Penialain atas kondisi pasar dalam negeri

nauoun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa datang, dilakukan

untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah
pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis condition of

economy, antara lain :

1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah

2) Kondisi makro dan mikro ekonomi

3) Situasi politik dan keamanan

4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

Collateral. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah

pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan
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apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang
diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat
mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal
keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai second

way-out).

Four Eye Principle

Four eye principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang
memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses
pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi
pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi
lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan review dan
memutus pembiayaan serta bertanggunng jawab untuk meminimalisir
risiko.*®

Dengan four eye principle , pengambilan keputusan dalam pemberian
pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang
masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko pembiayaan. Kedua

pejabat tersebut bersifat independen terhadap satu dengan yang lain.*8

% 1bid, 205.

“ 1bid.



